TERKENDALI

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KARANG PULE

Jalan Gajahmada Nomor 14 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Telepon (0370) 620736 E-mail puskesmaskarangpule@gmail.com Kode Pos : 83116

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KARANG PULE
NOMOR 3b TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN ACUAN ATAU PEDOMAN PELAYANAN KLINIS
DI PUSKESMAS KARANG PULE

KEPALA PUSKESMAS KARANG PULE

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang
bermutu kepada masyarakat Puskesmas berkewajiban
untuk menetapkan standar masyarakat yang jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa Penetapan acuan atau pedoman pelayanan klinis
sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas periu ditetapkan
dalam Keputusan Kepala Puskesmas Karang Pule.

Mengingat . 1. Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 671);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335):

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat,
Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14
Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;

Usul dan saran masukan dari masyarakat pengguna layanan
kesehatan kepada puskesmas untuk memberikan pelayanan bermutu

sesuai standar mutu pelayanan.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANG PULE TENTANG
PENETAPAN ACUAN ATAU PEDOMAN PELAYANAN KLINIS DI
PUSKESMAS KARANG PULE

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Karang
Pule berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. HK.01.07/MENKES/1936/2022 Tentang Panduan
Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama;

Keputusan Kepala Puskesmas Karang Pule ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan
diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Januari 2023
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MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1936 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/1186/2022 TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI
DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama memiliki peranan penting dalam melakukan
penapisan rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan
standar pelayanan dan standar prosedur operasional
untuk melaksanakan kendali mutu dan kendali biaya
dengan tetap memperhatikan keselamatan pasien;

bahwa untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama dalam menyusun standar
prosedur operasional perlu mengesahkan panduan
praktik klinis;

bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan
Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Pertama, perlu disesuaikan agar
selaras dengan pelaksanaan program nasional bidang

kesehatan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik
Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tingkat Pertama;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1438 /Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan
Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 464);

jdih.kemkes.go.id



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052 /Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang Sistem  Rujukan  Pelayanan  Kesehatan
Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 122);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 156);

10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun
2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
342);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/1186/2022 TENTANG PANDUAN
PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang
Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Pertama, diubah sebagai berikut:
1. Lampiran I Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama:
a. Ketentuan Bab I Pendahuluan;
b. Ketentuan Bab II Daftar Panduan Praktik Klinis
Berdasarkan Masalah dan Penyakit, meliputi:
1) angka 1 Tuberkulosis (TB), angka 2 TB dengan
HIV, dan angka 10 Lepra dalam Huruf A

Kelompok Umum;
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2) angka 2 HIV/AIDS Tanpa Komplikasi dalam
Huruf B Darah, Pembentukan Darah dan
Sistem Imun;

3) angka 2 Infark Miokard, Angka 4 Gagal
Jantung Akut dan Kronik, dan Angka 6
Hipertensi Esensial dalam Huruf F
Kardiovaskuler;

4) angka 9 Stroke dalam Huruf H Neurologi;

5) angka 1 Gangguan Somatoform, angka 2
Demensia, angka 3 Insomnia, angka 4
Gangguan Campuran Anxietas dan Depresi
dalam Huruf I Psikiatri;

6) angka 11 PPOK (Penyakit Paru Obstruktif
Kronis) dalam Huruf J Respirasi;

7) angka 3 Diabetes Melitus Tipe 2 dalam Huruf L
Metabolik Endokrin dan Nutrisi; dan

8) angka 1 Kehamilan Normal dalam Huruf N

Kesehatan Wanita,

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.

Lampiran I Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bab II

Daftar Panduan Praktik Klinis Berdasarkan Masalah dan

Penyakit:

a.

ditambahkan 1 angka setelah angka 15 Demam
Dengue dan Demam Berdarah Dengue dalam Huruf
A Kelompok Umum yakni angka 16 mengenai
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

ditambahkan 2 angka setelah angka 5 Gangguan
Psikotik dalam Huruf [ Psikiatri yakni angka 6
Gangguan Depresi Ringan-Sedang dan angka 7
Gangguan Skizofrenia Tanpa Penyulit;

ditambahkan 1 angka setelah angka 33 Sindroma
Steven Johnson dalam Huruf K Kulit yakni angka 34

Frambusia/Yaws/Patek;
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d. ditambahkan 1 angka setelah angka 4 Parafimosis
dalam Huruf M Ginjal dan Saluran Kami K Kulit
yakni angka 5 Penyakit Ginjal Diabetik (Nefropati
Diabetik) Ringan,

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.

Lampiran II Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter:

a. Ketentuan Bab I Pendahuluan;

b. Ketentuan Bab II Jenis Keterampilan dalam
Panduan Keterampilan Klinis;

1) angka 1 Pemeriksaan Tekanan Darah dalam
Huruf D Tanda Vital;

2) angka 2 Asuhan Persalinan Normal dan angka
3 Penilaian Post Partum dalam Huruf L Sistem
Reproduksi;

3) angka 2 Konseling Anemia Defisiensi Besi,
Thalassemia dan HIV dalam Huruf N Sistem
Hematologi dan Imunologi;

4) angka 6 Tatalaksana Berat Badan Lahir
Rendah (BBLR) dalam Huruf Q Lain-Lain,

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.

Lampiran II Panduan Keterampilan Klinis Bagi Dokter:

a. ditambahkan 2 angka setelah angka 4 Terapi
Oksigen dan Inhalasi dalam Huruf H Sistem
Respirasi yakni angka 5 Skrining PPOK (Penyakit
Paru Obstruktif Kronis) dan angka 6 Skrining
Kanker Paru;

b. ditambahkan 1 angka setelah angka 10 Perawatan
Kantung Kolostomi dalam Huruf J Sistem
Gastrohepatobilier angka yakni angka 11 Skrining
Kanker Kolorektal;

c. diantara angka 1 dan angka 2 dalam Huruf Q Lain-

lain disisipkan 2 angka yakni angka la Pelayanan
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Neonatal Esensial dan 1b Skrining Hipotiroid
Kongenital (SHK);

d. diantara angka 32 dan angka 33 dalam Huruf Q
Lain-lain Keterampilan Prosedural Lain disisipkan 1
angka yakni angka 32a Pemeriksaan Rapid Test
Antigen COVID-19,

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

nd ;'r ¢brianti, S.F, M.H.
197802122003122003

NP
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1936/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR

HK.01.07/MENKES/1186/2022
TENTANG PANDUAN PRAKTIK KLINIS
BAGI DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

PANDUAN PRAKTIK KLINIK BAGI DOKTER
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan
kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting
karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan
mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk
dapat melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien adalah ilmu
pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki, yang diperoleh
melalui pendidikan dan/atau pelatihan bidang kesehatan. Pengetahuan
yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan
sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan bidang kesehatan menyatakan
bahwa dokter mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan
praktik kedokteran sepanjang dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.

Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan primer di fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama, seluruh dokter memiliki
kompetensi yang sama sebagaimana standar kompetensi dokter

Indonesia.
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Tingkat kemampuan dokter dalam pengelolaan penyakit di dalam
SKDI dikelompokan menjadi 4 tingkatan, yakni : tingkat kemampuan 1,
tingkat kemampuan 2, tingkat kemampuan 3A, tingkat kemampuan 3B,
dan tingkat kemampuan 4A serta tingkat kemampuan 4B.

Tingkat Kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik
penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya
menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter juga
mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit
tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan
pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti
sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan
awal, dan merujuk

3A. Bukan gawat darurat

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan

terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat.

Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi

penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu

menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
3B. Gawat darurat
Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan
terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi
menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau
kecacatan pada pasien. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan
yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan
dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan
secara mandiri dan tuntas
Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan
penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas.
4A. Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter
4B. Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip

dan/atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB)
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Kondisi saat ini, kasus rujukan ke pelayanan kesehatan sekunder
untuk kasus-kasus yang seharusnya dapat dituntaskan di fasilitas
pelayanan tingkat pertama masih cukup tinggi. Berbagai faktor yang
mempengaruhi diantaranya kompetensi dokter, pembiayaan, dan sarana
prasarana yang belum mendukung. Perlu diketahui pula bahwa sebagian
besar penyakit dengan kasus terbanyak di Indonesia berdasarkan
Riskesdas 2018 termasuk dalam kriteria 4A.

Dengan menekankan pada tingkat kemampuan 4, maka dokter di
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat melaksanakan
diagnosis dan menatalaksana penyakit dengan tuntas. Namun bila pada
pasien telah terjadi komplikasi, adanya penyakit kronis lain yang sulit
dan pasien dengan daya tahan tubuh menurun, yang seluruhnya
membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka dokter di fasilitas
pelayanan kesehatan tingkat pertama secara cepat dan tepat harus
membuat pertimbangan dan memutuskan untuk melakukan rujukan.

Melihat kondisi ini, diperlukan adanya panduan bagi dokter di
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang merupakan bagian
dari standar pelayanan kedokteran. Panduan ini selanjutnya menjadi
acuan bagi seluruh dokter di fasilitas pelayanan tingkat pertama dalam
menerapkan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat.

Panduan ini diharapkan dapat membantu dokter untuk dapat
meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menurunkan angka rujukan
dengan cara:

1. Memberi pelayanan sesuai bukti ilmiah terkini sesuai dengan
kondisi/indikasi medis pasien, keluarga dan masyarakat;

2. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai
dengan kebutuhan standar pelayanan;

3. Mempertahankan dan meningkatkan kompetensi untuk
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesional sesuai
dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan
tingkat pertama; dan

4. Mempertajam kemampuan sebagai gatekeeper pelayanan kedokteran
dengan menapis penyakit dalam tahap dini untuk dapat melakukan
penatalaksanaan secara cepat dan tepat sebagaimana mestinya
pelayanan Kesehatan tingkat pertama.

Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi Dokter di fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama ini memuat penatalaksanaan penyakit untuk
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dilaksanakan oleh seluruh dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama. Penyusunan panduan ini berdasarkan data klinis untuk kasus
individu yang mengacu pada referensi terbaru, dan dapat berubah seiring
kemajuan pengetahuan ilmiah, dan/atau kebutuhan pelayanan
kesehatan termasuk kebutuhan program nasional bidang kesehatan.
Panduan ini disusun dengan sistematika yang sederhana dan tidak
memuat seluruh teori tentang penyakit agar praktis dan memudahkan
dokter di fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama dalam
penggunaannya, sehingga sangat disarankan setiap dokter untuk
mempelajari penyakit tersebut dengan menggunakan referensi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Setiap dokter bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasiennya,
berdasarkan data klinis pasien, pilihan diagnostik dan pengobatan yang
tersedia. Kepatuhan terhadap panduan ini tidak menjamin kesembuhan
dalam setiap kasus, tetapi merupakan pemberian pelayanan kesehatan
dengan upaya terbaik. Penyesuaian terhadap pelaksanaan PPK Dokter
dapat dilakukan oleh dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama hanya berdasarkan keadaan tertentu untuk kepentingan pasien
dan harus tercantum dalam rekam medis.

Selain mematuhi PPK Dokter, dalam menyelenggarakan praktik
kedokterannya dokter juga harus mematuhi ketentuan peraturan
perundangan dan pedoman bidang Kesehatan lain termasuk dalam
memberikan pelayanan kedokteran kepada peserta jaminan kesehatan.
Penatalaksanaan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
harus menggunakan obat yang tercantum dalam Formularium Nasional.

Dokter harus merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan lain
yang memiliki kemampuan pelayanan berupa sumber daya sesuai dengan
kebutuhan medis pasien, bila sarana prasarana yang dibutuhkan tidak
tersedia, meskipun penyakit yang ditangani masuk dalam kategori
penyakit dengan tingkat kemampuan dokter menangani dengan tuntas
dan mandiri (tingkat kemampuan 4). Walaupun tidak dicantumkan dalam
panduan ini, skrining terhadap risiko penyakit merupakan tugas dokter
dalam penyelenggaraan praktik kedokteran di fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama.
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Tujuan
Dengan menggunakan panduan ini diharapkan, dokter di fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat:

1. mewujudkan pelayanan kedokteran yang menerapkan kendali mutu
kendali biaya dengan mempertimbangkan keselamatan pasien.

2. memiliki pedoman baku minimum dengan mengutamakan upaya
maksimal sesuai kompetensi dan sarana prasarana, peralatan serta

obat-obatan yang ada.

Sasaran

Sasaran Panduan Praktik Klinik Dokter di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Pertama ini adalah seluruh dokter yang memberikan
pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Fasilitas
pelayanan kesehatan tidak terbatas pada fasilitas milik pemerintah, tetapi

juga fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat.

Ruang Lingkup

PPK ini meliputi pedoman penatalaksanaan terhadap penyakit yang
dijumpai di pelayanan kesehatan tingkat pertama. Jenis penyakit
mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Penyakit dalam
Pedoman ini adalah penyakit dengan tingkat kemampuan dokter 4A, 3B
dan 3A terpilih, dimana dokter diharapkan mampu mendiagnosis,
memberikan penatalaksanaan dan rujukan yang sesuai. Beberapa
penyakit yang merupakan kemampuan 2, dimasukkan dalam pedoman
ini dengan pertimbangan prevalensinya yang cukup tinggi di Indonesia
dan/atau berupa program nasional.

Pemilihan penyakit pada PPK ini berdasarkan kriteria:
1. Penyakit yang prevalensinya cukup tinggi.

2. Penyakit dengan risiko tinggi.

3. Penyakit yang membutuhkan pembiayaan tinggi.

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan PPK Dokter berdasarkan kewenangan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan dapat melibatkan organisasi profesi.
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Cara Memahami Panduan Praktik Klinik

Panduan ini memuat pengelolaan penyakit mulai dari penjelasan

hingga penatalaksanaan penyakit tersebut. Panduan Praktik Klinis (PPK)

Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama disusun berdasarkan

pedoman yang berlaku secara nasional.

1.

Judul Penyakit
Judul penyakit berdasarkan daftar penyakit terpilih di SKDI 2012,
namun beberapa penyakit dengan karakterisitik yang hampir sama
dikelompokkan menjadi satu judul penyakit.
Pada setiap judul penyakit dilengkapi:
a. Kode penyakit
1) Kode International Classification of Primary Care (ICPC),
menggunakan kode ICPC-2 untuk diagnosis.
2) Kode International Classification of Diseases (ICD),
menggunakan kode ICD-10 versi 10.
Penggunaan kode penyakit untuk pencatatan dan pelaporan di
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama mengacu pada
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Tingkat kemampuan dokter dalam penatalaksanaan penyakit
berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
Masalah Kesehatan
Masalah kesehatan berisi pengertian singkat serta prevalensi
penyakit di Indonesia. Substansi dari bagian ini diharapkan dapat
memberikan pengetahuan awal serta gambaran kondisi yang
mengarah kepada penegakan diagnosis penyakit tersebut.
Hasil Anamnesis (Subjective)
Hasil Anamnesis berisi keluhan utama maupun keluhan penyerta
yang sering disampaikan oleh pasien atau keluarga pasien.
Penelusuran riwayat penyakit yang diderita saat ini, penyakit lainnya
yang merupakan faktor risiko, riwayat keluarga, riwayat sosial, dan
riwayat alergi menjadi informasi lainnya pada bagian ini. Pada
beberapa penyakit, bagian ini memuat informasi spesifik yang harus
diperoleh dokter dari pasien atau keluarga pasien untuk menguatkan
diagnosis penyakit.
Hasil Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Penunjang Sederhana

(Objective)
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Bagian ini berisi hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang
yang spesifik, mengarah kepada diagnosis penyakit (pathognomonis).
Meskipun tidak memuat rangkaian pemeriksaan fisik lainnya,
pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik menyeluruh tetap
harus dilakukan oleh dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama untuk memastikan diagnosis serta menyingkirkan diagnosis
banding.
Penegakan Diagnosis (Assesment)
Bagian ini berisi diagnosis yang sebagian besar dapat ditegakkan
dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Beberapa penyakit
membutuhkan hasil pemeriksaan penunjang untuk memastikan
diagnosis atau karena telah menjadi standar algoritma penegakkan
diagnosis. Selain itu, bagian ini juga memuat klasifikasi penyakit,
diagnosis banding, dan komplikasi penyakit.

Rencana Penatalaksanaan Komprehensif (Plan)

Bagian ini berisi sistematika rencana penatalaksanaan berorientasi

pada pasien (patient centered) yang terbagi atas dua bagian yaitu

penatalaksanaan non farmakologi dan farmakologi. Selain itu, bagian
ini juga berisi edukasi dan konseling terhadap pasien dan keluarga

(family focus), aspek komunitas lainnya (community oriented) serta

kapan dokter perlu merujuk pasien (kriteria rujukan).

Dokter akan merujuk pasien apabila memenuhi salah satu dari

kriteria “TACC” (Time-Age-Complication-Comorbidity) berikut:

a. Time: jika perjalanan penyakit dapat digolongkan kepada
kondisi kronis atau melewati Golden Time Standard.

b. Age: jika usia pasien masuk dalam kategori yang dikhawatirkan
meningkatkan risiko komplikasi serta risiko kondisi penyakit
lebih berat.

c. Complication: jika komplikasi yang ditemui dapat memperberat
kondisi pasien.

d. Comorbidity: jika terdapat keluhan atau gejala penyakit lain
yang memperberat kondisi pasien.

e. Selain empat kriteria di atas, kondisi fasilitas pelayanan juga
dapat menjadi dasar bagi dokter untuk melakukan rujukan
demi menjamin keberlangsungan penatalaksanaan dengan

persetujuan pasien.
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Peralatan

Bagian ini berisi komponen fasilitas pendukung spesifik dalam

penegakan diagnosis

dan penatalaksanaan penyakit tersebut.

Penyediaan peralatan merupakan kewajiban fasilitas pelayanan

kesehatan disamping peralatan medik wajib untuk pemeriksaan

umum tanda vital.

Prognosis

Kategori prognosis sebagai berikut :

a.

Ad vitam, menunjuk pada pengaruh penyakit terhadap proses

kehidupan.

Ad functionam, menunjuk pada pengaruh penyakit terhadap

fungsi organ atau fungsi manusia dalam melakukan tugasnya.

Ad sanationam, menunjuk pada penyakit yang dapat sembuh

total sehingga dapat beraktivitas seperti biasa.

Prognosis digolongkan sebagai berikut:

a.
b.

o

e

Sanam: sembuh

Bonam: baik

Malam: buruk/jelek

Dubia: tidak tentu/ragu-ragu

Dubia ad sanam: tidak tentu/ragu-ragu,
sembuh/baik

Dubia ad malam: tidak tentu/ragu-ragu,

memburuk/jelek

cenderung

cenderung

Untuk penentuan prognosis sangat ditentukan dengan kondisi

pasien saat diagnosis ditegakkan.
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BAB II
DAFTAR PANDUAN PRAKTIK KLINIS BERDASARKAN
MASALAH DAN PENYAKIT

Kelompok Umum

1.

TUBERKULOSIS (TB)
No ICPC-2 : A70 Tuberculosis
No ICD-10 : AlS Respiratory tuberculosis, bacteriologically and

histologically confirmed (konfirmasi bakteriologis)
Al16 Respiratory tuberculosis, not  confirmed

bacteriologically or histologically (terdiagnosis klinis)

Tingkat Kemampuan 4A

a. Tuberkulosis (TB) pada Dewasa

1) Tuberkulosis (TB) Paru Dewasa

Masalah Kesehatan

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular langsung yang
disebabkan oleh kuman TB yaitu Mycobacterium tuberculosis
(Mtb). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, namun dapat
juga mengenai organ tubuh lainnya. Indonesia merupakan
negara yang termasuk sebagai 3 besar dari 32 negara di dunia
dengan beban TB yang besar dengan estimasi 824.000 kasus TB
baru setiap tahun. Penatalaksanaan TB yang tidak adekuat
serta tidak efektifnya kegiatan untuk memastikan pasien TB
bisa menyelesaikan pengobatan akan menimbulkan dampak
meningkatnya kasus TB Resisten Obat (TB RO). Setiap tahun
WHO memperkirakan ada 24.000 kasus baru TB RO yang
muncul di Indonesia.

Percepatan penanggulangan TB menuju eliminasi TB pada
tahun 2030 menjadi salah satu prioritas pembangunan bidang

kesehatan sesuai dengan PERPRES 67/2021.

Hasil Anamnesis (Subjective):
Terduga TB didapatkan dari proses skrining sistematis
menggunakan gejala dan tanda TB atau skrining menggunakan

pemeriksaan radiologis yang dilakukan kepada pengunjung
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FKTP, kelompok beresiko maupun orang dengan keluhan
mengarah ke penyakit TB.
Pasien TB Paru Dewasa adalah pasien TB berumur > 15 tahun
dengan kelainan/ gangguan fungsi organ akibat infeksi
mycobacterium tuberculosis yang terjadi pada parenkim paru
dan atau tracheobronchial tree. Berdasarkan proses penegakan
diagnosis yang dilakukan, pasien TB Paru dewasa
dikelompokkan menjadi 2 tipe yaitu:

a) Pasien TB Paru Terkonfirmasi, adalah seorang terduga TB
Paru yang sudah mendapatkan konfirmasi hasil
pemeriksaan bakteriologis positif dengan ditemukannya Mtb
dari sampel uji yang diperiksa, menggunakan metode
pemeriksaan bakteriologis yang ditetapkan oleh Kementerian
Kesehatan RI.

b) Pasien TB Paru Terdiagnosis Klinis, adalah pasien TB Paru
dengan hasil pemeriksaan bakteriologis hasilnya negatif Mtb,
tetapi memiliki hasil sugestif TB berdasarkan pemeriksaan
penunjang dan evaluasi klinis yang dilakukan oleh dokter.

Riwayat pengobatan TB sebelumnya dan Riwayat penyakit
komorbid yang bisa mempengaruhi pengobatan TB, misalnya
DM, HIV, gangguan fungsi ginjal, kehamilan, penyakit hati
khronis, Riwayat alergi dan pemakaian obat rutin harus
ditelusuri secara mendalam untuk memastikan pengobatan
yang akan diberikan maupun kemungkinan untuk rujukan ke
fasilitas kesehatan rujukan.
Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan investigasi kontak
maka informasi mengenai kontak serumah (orang yang tinggal
serumah lebih dari 3 hari selama 3 bulan terakhir) dan kontak
erat (orang yang tinggal bersama dalam satu ruangan selama
lebih dari 8 jam dalam periode 3 bulan terakhir) harus digali
dan dicatat.

Manifestasi klinis TB pada kehamilan umumnya sama dengan

wanita yang tidak hamil yaitu manifestasi umum dari TB paru.

Semua wanita hamil harus diskrining anamnesis untuk

diagnosis TB. Apabila dari hasil anamnesis ibu hamil terduga

menderita TB, dilakukan kerjasama dengan program TB untuk
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penegakan diagnosis dan tata laksana lebih lanjut. Pada wanita

hamil terduga TB perlu dilakukan juga tes HIV.

Hasil Pemeriksaan Fisik dan Penunjang Sederhana (Objective):

Pemeriksaan Fisik

Kelainan pada TB Paru tergantung luas kelainan struktur paru.

Pada awal permulaan perkembangan penyakit umumnya sulit

sekali menemukan kelainan. Pada auskultasi terdengar suara

napas bronkhial/amforik/ronkhi basah/suara napas melemah

di apex paru, tanda-tanda penarikan paru, diafragma dan

mediastinum.

Penimbangan berat badan dan pengukuran indeks masa tubuh

perlu dilakukan untuk mengetahui dosis OAT yang tepat untuk

pasien TB yang akan diobati.

Pemeriksaan Penunjang

a) Pemeriksaan utama penegakan diagnosis pasti pasien TB
Paru dewasa adalah pemeriksaan bakteriologis yaitu
pemeriksaan TCM atau pemeriksaan BTA (bila pemeriksaan
TCM tidak bisa dilakukan), dengan sampel uji
dahak(sputum). Apabila pemeriksaan TCM tidak tersedia di
layanan primer, maka dilakukan rujukan sediaan dahak ke
fasilitas layanan primer lain yang memiliki alat TCM.

b) Pemeriksaan penunjang bisa dilakukan di fasilitas
kesehatan primer sebagai baseline sebelum memulai
pengobatan dan diputuskan berdasar rencana pengobatan
yang dipilih, antara lain pemeriksaan darah rutin, gula
darah.

c) Pemeriksaan penunjang yang memerlukan rujukan:

(1) Bila diagnosis awal menggunakan pemeriksaan
mikroskopis Bakteri Tahan Asam (BTA) maka dilakukan
rujukan untuk pemeriksaan TCM untuk mengetahui
resistensi terhadap Rifampisin. Rujukan dilakukan
sesuai alur yang ditetapkan Dinas Kesehatan setempat.

(2) Bila hasil pemeriksaan bakteriologis negatif, bisa
dilakukan rujukan pemeriksaan radiologi ke fasilitas
rujukan tingkat lanjut untuk penegakan TB paru dewasa

yang terdiagnosis klinis.
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(3) Tes HIV untuk pasien TB paru dewasa yang menjalani
pengobatan,

(4) Pemeriksaan penunjang lain apabila dari hasil
anamnesis ditemukan adanya kelainan/ komplikasi/

penyakit penyerta yang memerlukan perhatian.

Penegakan Diagnosis (Assessment):

Diagnosis Pasti TB

Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan
fisik, hasil pemeriksaan bakteriologis dan hasil pemeriksaan
penunjang. Dokter melakukan evaluasi klinis secara
menyeluruh untuk mengambil keputusan terapetik,

Penulisan diagnosis pasti TB adalah berdasarkan urutan:

a) Letak anatomis penyakit: Paru atau Ekstra Paru

b) Riwayat pengobatan TB: Baru atau Pengobatan ulang
c) Status HIV: Positif, Negatif atau tidak diketahui
d) Status resistansi OAT: Sensitif atau Resistan Obat.

Penatalaksanaan Komprehensif (Plan):
a) Prinsip Pengobatan TB:

Obat Anti Tuberkulosis (OAT) adalah komponen terpenting

dalam pengobatan TB. Pengobatan TB merupakan salah

satu upaya paling efisien untuk mencegah penyebaran lebih
lanjut kuman TB. Pengobatan yang adekuat harus
memenuhi prinsip:

(1) Pengobatan diberikan dalam bentuk paduan OAT yang
tepat mengandung minimal 4 macam obat untuk
mencegah terjadinya resistensi.

(2) Diberikan dalam dosis yang tepat.

(3) Ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh
PMO (Pengawas Menelan Obat) sampai selesai
pengobatan.

(4) Pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup,
terbagi dalam dua (2) tahap yaitu tahap awal serta tahap
lanjutan, sebagai pengobatan yang adekuat untuk

mencegah kekambuhan.
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Dilakukan pemeriksaan bakteriologis follow up pada
akhir tahap awal, sebulan sebelum akhir pengobatan

dan pada akhir pengobatan.

b) Tahapan Pengobatan TB:

Pengobatan TB harus selalu meliputi pengobatan tahap awal

dan tahap lanjutan dengan maksud:

(1)

(2)

Tahap Awal:
Pengobatan diberikan setiap hari. Paduan pengobatan
pada tahap ini adalah dimaksudkan untuk secara efektif
menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh
pasien dan meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil
kuman yang mungkin sudah resistan sejak sebelum
pasien mendapatkan pengobatan. Pengobatan tahap
awal pada semua pasien baru, harus diberikan selama 2
bulan. Pada umumnya dengan pengobatan secara
teratur dan tanpa adanya penyulit, daya penularan
sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2
minggu pertama.
Tahap Lanjutan:
Pengobatan tahap lanjutan bertujuan membunuh sisa
sisa kuman yang masih ada dalam tubuh, khususnya
kuman persister sehingga pasien dapat sembuh dan
mencegah terjadinya kekambuhan
Berdasarkan lama pengobatan, paduan OAT untuk
pasien dewasa TB Paru Sensitif Obat meliputi:
(@) Paduan OAT TB SO standar 6 bulan yaitu:
2HRZE /4HR.

- Paduan ini disediakan dalam bentuk paket obat
kombinasi dosis tetap harian (OAT-KDT) dan
paket OAT lepasan dosis harian. Tablet OAT KDT
ini terdiri dari kombinasi 2 dan 4 jenis obat dalam
satu tablet, sedangkan OAT lepasan disediakan
dalam bentuk paket obat lepasan yang disebut
Kombipak.

- Paket Kombipak adalah paket obat lepas yang
terdiri dari: Isoniasid (H), Rifampisin (R),

Pirazinamid (Z) dan Etambutol (E) yang dikemas
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dalam bentuk blister. Paduan OAT ini disediakan
program untuk pasien yang tidak Dbisa
menggunakan paduan OAT KDT.

Paduan ini dikemas dalam satu paket untuk satu
pasien untuk satu (1) masa pengobatan, dengan
tujuan untuk memudahkan pemberian obat dan
menjamin kelangsungan (kontinuitas) pengobatan
sampai selesai. Dosisnya disesuaikan dengan
berat badan pasien. Paduan ini dikemas dalam 1
(satu) paket untuk 1 (satu) pasien untuk 1 (satu)
masa pengobatan.

Pengobatan TB dengan paduan OAT TB SO
standar 6 bulan diberikan dengan dosis harian
baik pada tahap awal maupun tahap lanjutan
dengan mengacu pada dosis terapi yang telah

direkomendasikan.

Tabel 1. Dosis rekomendasi OAT TB Sensitif Obat standar 6 bulan

untuk dewasa

OAT Dosis Harian Dosis Max Harian
INH S mg (4-6 mg)/ Kg BB 300 mg
Rifampisin 10 mg (8-12 mg)/ Kg BB | 600 mg
Pirazinamid |25 mg (20-30 mg)/ Kg BB | 1.600 mg
Etambutol 15 mg (15-20 mg)/ Kg BB | 1.600 mg

- Pengobatan intermitten pada tahap lanjutan

sudah tidak dianjurkan lagi. Hanya boleh
diberikan pada situasi dimana OAT dosis harian

tidak tersedia.

- Jika tidak tersedia paduan dosis harian, dapat

dipakai paduan 2RHZE/4R3H3 dengan syarat
harus disertai pengawasan yang lebih ketat
secara langsung untuk setiap dosis obat

Obat Anti Tuberkulosis dalam bentuk paket KDT
mempunyai beberapa  keuntungan dalam

pengobatan TB, yaitu:
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e Mencegah penggunaan obat tunggal sehinga
menurunkan risiko terjadinya resistensi obat
ganda dan mengurangi kesalahan penulisan
resep.

e Dosis obat dapat disesuaikan dengan berat
badan sehingga menjamin efektifitas obat dan
mengurangi efek samping.

e Jumlah tablet yang ditelan jauh lebih sedikit
sehingga pemberian obat menjadi sederhana
dan meningkatkan kepatuhan pasien.

(b) Paduan OAT TB SO standar 4 bulan yaitu:
2HPMZ/2HPM.

- Diberikan pada pasien TB >12 tahun dengan BB
di atas 40kg.

- Bentuk sediaan yang tersedia adalah bentuk
lepasan yang terdiri 4 obat: INH, Rifapentin,
Moksifloksasin, Pirazinamid yang diberikan pada
tahap awal dan 3 obat: INH, Rifapentin,
Moksifloksasin pada tahap lanjutan.

- Bisa diberikan untuk ODHIV dengan CD-4 lebih
dari 100/mm3

- Tidak diberikan untuk wanita hamil.

- Belum disediakan dalam jumlah besar oleh
program nasional.

Ibu hamil yang sakit TB, harus segera diberi pengobatan
OAT untuk mencegah penularan dan kematian. Amikasin,
Streptomisin, Etionamid /Protionamid TIDAK
DIREKOMENDASIKAN untuk pengobatan TB pada ibu

hamil.

Konseling dan Edukasi

a)

b)

Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang
penyakit tuberkulosis

Pengawasan ketaatan minum obat dan kontrol secara
teratur.

Kemampuan mengenali munculnya efek samping OAT.
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Pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan

Menghubungkan pasien dengan kelompok dukungan
sebaya.

Pemberian motivasi dan mengupayakan akses dukungan

psikososial.

Kriteria Rujukan

a)

Pasien TB Paru dewasa dengan hasil pemeriksaan
bakteriologis negatif akan dirujuk ke fasilitas kesehatan
rujukan untuk dilakukan foto thorax dan assessment klinis
oleh dokter ahli untuk bisa dinyatakan sebagai pasien TB
terdiagnosis klinis. Pasien yang memenuhi kriteria dan tidak
ditemukan adanya penyulit akan dimulai pengobatan TB di
fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pasien TB Paru dewasa berusia lanjut (>65 tahun) dirujuk ke
fasilitas rujukan untuk dilakukan assessment terkait
komorbid dan penyulit. Dokter ahli di fasilitas rujukan akan
merujuk balik apabila tidak ditemukan adanya komorbid
atau penyulit yang bisa mempengaruhi proses pengobatan.
Pasien yang sudah menjalani pengobatan teratur yang
memiliki kemungkinan gagal pengobatan, yaitu selama 3
bulan tidak menunjukkan adanya perbaikan klinis, atau
terjadi reverse (hasil pemeriksaan BTA menjadi positif
kembali), atau munculnya efek samping berat.

TB dengan komplikasi/keadaan khusus (TB dengan
komorbid) yang tidak terkontrol.

Pasien TB yang diobati terkonfirmasi TB menjadi
terkonfirmasi TB resistan harus dirujuk ke Rumah Sakit

Rujukan TB Resistan Obat.

Peralatan:

a)

b)

Laboratorium untuk pemeriksaan follow up BTA, darah
rutin, gula darah, kehamilan sesuai dengan indikasi.

Ruang pemeriksaan yang sesuai dengan kaidah pencegahan
dan penularan infeksi lewat udara.

Ruang rawat inap bila tersedia, yang sesuai dengan kaidah

pencegahan dan penularan infeksi lewat udara.

jdih.kemkes.go.id



-23-

d) Pemeriksaan Radiologis bila tersedia, untuk mengetahui
severity of disease dan lokasi anatomi kelainan, serta untuk
melihat perbaikan.

e) Pemeriksaan TCM untuk diagnosis dan pemeriksaan

ulangan apabila ada tanda kegagalan pengobatan.

Prognosis:

Prognosis ad vitam, ad functionam apabila pasien melakukan
terapi sesuai dengan ketentuan pengobatan. Prognosis Ad
sanationam apabila pasien melakukan pemeriksaan

bakteriologis follow up pada akhir pengobatan.

Kriteria hasil pengobatan:

a) Sembuh: pasien telah menyelesaikan pengobatannya secara
lengkap dan pemeriksaan apusan dahak ulang (follow up),
hasilnya negatif pada akhir pengobatan dan pada satu
pemeriksaan sebelumnya.

b) Pengobatan lengkap: pasien yang telah menyelesaikan
pengobatannya secara lengkap tetapi tidak ada hasil
pemeriksaan apusan dahak ulang pada akhir pengobatan
dan pada satu pemeriksaan sebelumnya.

c) Meninggal: pasien yang meninggal dalam masa pengobatan
karena sebab apapun.

d) Putus berobat (Loss to Follow Up): pasien yang tidak berobat
2 bulan berturut-turut atau lebih sebelum masa
pengobatannya selesai.

e) Gagal: Pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif
atau kembali menjadi Positif (reversi) pada bulan ke lima
atau pada akhir pengobatan. Pasien pindah kohort ke
pengobatan TB RO juga dinyatakan gagal.

f) Tidak diketahui: Pasien yang sampai akhir periode kohort
tidak diketahui hasil akhir pengobatannya dengan alasan
apapun. Pasien yang dipindah ke unit pencatatan dan
pelaporan (register) lain dan hasil pengobatannya tidak
diketahui termasuk dalam kelompok ini. Tidak diketahui
adalah hasil negatif pengobatan yang bobotnya sama dengan

putus berobat dan gagal.
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Deteksi Dini / Skrining

Semua Wanita hamil harus diskrining untuk diagnosis TB.

Referensi

a) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/Menkes/755/2019 Tentang Pedoman Nasional
Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis

b) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67

Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

2) Tuberkulosis (TB) Ekstra Paru Dewasa
Masalah Kesehatan:
Sebagian besar kuman TB menyerang paru, namun dapat juga
mengenai organ tubuh lainnya. TB ekstra paru adalah TB yang
menyerang organ diluar parenkhim paru dan trakeobronchial
tree, misalnya pleura, selaput otak, selaput jantung, kelenjar
limfe, tulang, persendian, kulit, usus, ginjal, salurang kencing
dan alat kelamin.
Diperkirakan sepertiga dari 824.000 kasus TB baru setiap
tahun di Indonesia adalah kasus TB ekstra paru. Keparahan
penyakit dan prognosis Pasien TB ekstra paru sangat bervariasi
sesuai dengan organ tubuh yang terkena. Penyakit TB ekstra
paru bisa menimbulkan sekuel yang tidak diharapkan meskipun
infeksi aktifnya bisa disembuhkan.
Bentuk TB ekstra paru yang paling sering ditemukan di
Indonesia adalah TB pada kelenjar limfe di leher, ketiak atau
inguinal. Berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya TB ekstra
paru dibagi menjadi TB ekstra paru ringan dan berat. TB
ekstraparu ringan misalnya limfadenitis TB, pleuritis eksudatifa
unilateral, TB tulang selain tulang belakang, dan TB pada sendi
perifer.
Beberapa jenis TB ekstraparu bisa menimbulkan kegawatan
misalnya efusi pleura yang mengalami komplikasi, TB
meningitis dan pericarditis TB tipe konstriktif. TB ekstra paru
yang mengenai sistem syaraf pusat, tulang dan persendian
memerlukan pengobatan dengan jangka waktu yang lebih

panjang.
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Hasil Anamnesis (Subjective):
Terduga TB ekstra paru didapatkan dari proses anamnesis
terhadap tanda dan gejala yang diakibatkan kelainan atau
gangguan organ yang terkena infeksi TB, misalnya ada benjolan
pada daerah leher, ketiak dan inguinal; adanya bentuk kelainan
pada tulang belakang yang mirip gambaran klasik pott’s disease;
bentuk kelainan kulit skrofuloderma dan lain-lain. Riwayat
kontak dengan pasien TB paru aktif dan riwayat pengobatan TB
sebelumnya perlu untuk digali pada pasien-pasien yang
menunjukkan gejala dan tanda TB ekstra paru.

Pasien TB Ekstra Paru Dewasa:

a) Pasien TB ekstra paru Terkonfirmasi adalah seorang terduga
TB ekstra paru yang sudah mendapatkan konfirmasi hasil
pemeriksaan bakteriologis positif dengan ditemukannya Mtb
dari sampel uji yang diambil dari organ ekstraparu yang
terkena TB (biopsy, aspirasi, cairan pleura, cairan
serebrospinal, dsb)

b) Pasien TB ekstra paru Terdiagnosis Klinis, adalah pasien TB
eksra paru dengan hasil pemeriksaan klinis dan penunjang
menunjang TB tapi tidak ada hasil konfirmasi bakteriologis
menyatakan Mtb negatif.

c) Berumur > 15 tahun

Hasil Pemeriksaan Fisik dan Penunjang Sederhana (Objective):

Pemeriksaan Fisik

Gejala dan keluhan tergantung organ yang terkena, misalnya

kaku kuduk pada meningitis TB, nyeri dada pada pleuritis TB,

pembesaran kelenjar limfe superfisial pada limfadenitis TB dan

deformitas tulang belakang (gibbus) pada spondylitis TB.

Penimbangan berat badan dan pengukuran indeks masa tubuh

perlu dilakukan untuk mengetahui dosis OAT yang tepat untuk

pasien TB ekstra paru yang akan diobati.

Pemeriksaan Penunjang:

a) Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan di fasilitas
kesehatan primer adalah pemeriksaan baseline sebelum

memulai pengobatan dan diputuskan berdasarkan rencana
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pengobatan yang dipilih, antara lain pemeriksaan darah

rutin, gula darah.

b) Pemeriksaan utama penegakan diagnosis pasti pasien TB
Ekstra Paru dewasa memerlukan rujukan ke fasilitas
rujukan yang mampu melakukan pengambilan sampel uji
dan melakukan pemeriksaan bakteriologis yaitu
pemeriksaan TCM atau pemeriksaan BTA dari sampel uji
yang diambil dari organ yang terkena.

(1) uji cairan serebrospinal (cerebro spinal fluid/CSF) pada
kecurigaan TB meningitis,

(2) kelenjar getah bening melalui pemeriksaan biopsi
aspirasi jarum halus/BAJAH (fine needle aspirate
biopsy/FNAB) pada pasien dengan kecurigaan TB
kelenjar,

(3) contoh uji jaringan pada pasien dengan kecurigaan TB
jaringan lainnya.

c) Pemeriksaan penunjang lain yang memerlukan rujukan:

(1) Pemeriksaan radiologis dengan foto thorax untuk
mendapatkan bukti koeksistensi TB Paru.

(2) Foto radiologis dari organ seperti tulang dan sendi
apabila ada kecurigaan TB.

(3) Pemeriksaan penunjang berupa CT Scan atau MRI bila
ada kecurigaan mengarah ke meningitis TB atau TB di
SSP.

(4) Tes HIV untuk pasien TB ekstra paru dewasa yang
menjalani pengobatan wajib dilakukan. TB ekstra paru
pada ODHIV bisa menunjukkan staging klinis ODHIV

yang bersangkutan.

Penegakan Diagnosis (Assessment):

Diagnosis Pasti TB Ekstra paru

Diagnosis pasti TB ekstraparu tidak bisa ditegakkan secara
menyeluruh di fasilitas primer. Dokter di fasilitas primer
membuat diagnosis kerja TB ekstra paru terkait kelainan organ
yang ditemukan berdasarkan informasi dari hasil anamnesis,
pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang sederhana

yang dilakukan, yang menunjukkan kemungkinan adanya

jdih.kemkes.go.id



027 -

bentuk TB ekstra paru, kemudian memutuskan rujukan untuk

penegakan diagnostic sesuai dengan diagnosis kerja yang telah

dibuat.

Diagnosis pasti pada pasien TB ekstra paru ditegakkan dengan

pemeriksaan klinis, bakteriologis dan atau histopatologis dari

contoh uji yang diambil dari organ tubuh yang terkena.

Penulisan diagnosis pasti TB Ekstra Paru adalah berdasarkan

urutan:

a) Letak anatomis penyakit: Ekstra Paru pada organ yang
terkena

b) Riwayat pengobatan TB: Baru atau Pengobatan ulang

c) Status HIV: Positif, Negatif atau tidak diketahui

d) Status Resistensi OAT: Sensitif atau Resistan Obat.

Penatalaksanaan Komprehensif (Plan):
a) Prinsip-prinsip terapi TB ekstra paru dewasa:

(1) Pasien TB limfadenitis tanpa penyulit akan ditatalaksana
secara paripurna di fasilitas primer.

(2) Obat AntiTuberkulosis (OAT) diberiksan dengan prinsip
pengobatan yang sama dengan TB Paru sensitive obat.

(3) Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis Tetap (KDT) / Fixed
Dose Combination (FDC) akan lebih menguntungkan dan
dianjurkan dibandingkan obat lepasan.

(4) Paduan OAT dosis harian untuk tahap awal maupun
lanjutan sangat direkomendasikan apabila sediaan
tersedia.

(5) Upaya untuk memastikan pasien bisa mendapatkan
jumlah obat yang diperlukan untuk satu seri pengobatan
TB harus dilakukan.

(6) Untuk menjamin kepatuhan pasien berobat hingga
selesai, diperlukan suatu pendekatan yang berpihak
kepada pasien (patient centered approach) dan dilakukan
dengan pengawasan langsung (DOT= Directly Observed
Treatment) oleh seorang pengawas menelan obat.

(7) Rekaman  tertulis tentang pengobatan, respons
bakteriologis dan efek samping harus tercatat dan

tersimpan.
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Tahapan Pengobatan TB ekstra paru:

Pengobatan TB ekstra paru harus selalu meliputi
pengobatan tahap awal dan tahap lanjutan.

Jenis Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk pasien dewasa TB
ekstra Paru sensitif obat yang disediakan di fasilitas primer
adalah Paduan OAT untuk pasien Limfadenitis TB tanpa
komplikasi yaitu paduan OAT standar 6 bulan yang terdiri :
2HRZE /4HR.

Konseling dan Edukasi

a)

Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang
penyakit tuberkulosis.

Pengawasan ketaatan minum obat dan kontrol secara
teratur.

Kemampuan mengenali munculnya efek samping OAT.

Pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan

Menghubungkan pasien dengan kelompok dukungan
sebaya.

Pemberian motivasi dan mengupayakan akses dukungan

psikososial.

Kriteria Rujukan

a)

Pasien TB Limfadenitis tetap dilayani di FKTP kecuali
dengan komplikasi atau penyulit. Bila ada komplikasi atau
penyulit dirujuk ke FKRTL untuk konsultasi pengobatan dari
dokter spesialis terkait.

Pasien dengan diagnosis kerja mengarah ke TB ekstra paru
selain TB limfadenitis seperti: TB Meningitis, TB Spondilitis,
TB Peritonitis, TB Kulit, TB milier, TB Saluran kemih TB
pericarditis, TB mata, TB SSP, TB gastro intestinal, TB sendi,
akan dilakukan rujukan ke fasilitas rujukan untuk
penegakan diagnosis pasti TB ekstra paru.

TB ekstra paru dengan komplikasi/keadaan khusus (TB
dengan komorbid) yang tidak terkontrol.
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Peralatan:

a) Laboratorium untuk pemeriksaan follow up BTA (apabila ada
gejala dan tanda TB paru yang muncul), darah rutin, gula
darah, kehamilan sesuai dengan indikasi.

b) Ruang pemeriksaan yang sesuai dengan kaidah pencegahan
dan penularan infeksi lewat udara

c) Ruang rawat inap bila tersedia, yang sesuai dengan kaidah
pencegahan dan penularan infeksi lewat udara

d) Pemeriksaan Radiologis bila tersedia, untuk mengetahui
severity of disease dan lokasi anatomi kelainan, serta untuk
melihat perbaikan.

e) Pemeriksaan TCM untuk diagnosis dan pemeriksaan
ulangan apabila ada tanda kegagalan pengobatan.

Prognosis:

Prognosis ad vitam baik untuk TB limfadenitis, prognosis ad

vitam, ad functionam dan ad sanationam TB ekstra paru berat

(meningitis TB, TB milier, TB pericarditis) buruk apabila terjadi

keterlambatan diagnosis dan pengobatan. Deteksi dini TB ekstra

paru berat dan pemberian pengobatan yang cepat bisa

memperbaiki prognosis.

Kriteria hasil pengobatan:

a)

Sembuh: Kriteria sembuh tidak bisa diaplikasikan untuk TB
ekstra paru, kecuali didapatkan bukti pemeriksaan
bakteriologis negative pada organ yang terkena di akhir
pengobatan.

Pengobatan lengkap: pasien yang telah menyelesaikan
pengobatannya secara

lengkap tetapi tidak ada hasil pemeriksaan apusan dahak
